
Dipindai dengan CamScanner 

2. bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 
APBD Tahun Anggaran 2021 dan terdapat pengeluaran 
untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mengikat dan 
wajib dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan 
Daerah; 

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Deiyai tentang Pengeluaran Kas Mendahului 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

: I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat 

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 110 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Menimbang 

BUPATI DEIYAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI DEIYAI 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

BUPATI DEIYAI 
PROVINSI PAPUA 

ALfN/\N 
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8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5434); 

7. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 
Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4939); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400}; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Und ng-Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47J Tambahan Lembaran Serita Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

Unc.lnng- nrlnn . No, r 21 Tnh n ?.O 1 n ng t norni 
Kh l 1. Bn1•i Pr >Vi1ui Pnpun [Lcrnl nr n ra Republik 
Ind tH'! in Tnhun 001 Nor or 13 , Tomb h n Lcmb ran 
Ne] mt H(•pul>lil lnrlnn .'In Nor or 4 I 1) ~ h zaimana tel h 
rliul nh dcngnn ndnn r; ndn r, Nomor 5 Tnhun2008 
Icutnn P ·n tupnn P .ra mm P m ·rintah Pen anti 

ndnn ,-Und n Nomor 1 Tnh n 2 n ng Peru ahan 
A1 s ndnug- ndnn N m r 21 Tahun 2 01 entang 

tonorni Khu u: n i Pr vin i P p a M ni i Undang- 
Undnn (L rnbnrnn Ne ar Repub1ik lndon si Tahun 2008 
Nom r 112, T mbah n L mb ran N gara Republik 
lndon i Nomor 4884); 

- .- 
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15.Peraturan / 4 
Keuangan Daerah); 

. Undan -Und ng Norn r 2 T hun 20 4 cntang 
P m rintah n H r h (L mbnran N g ra Republik 
Ind n .si Tn h rn 2 t 4 N m r 244, Tarnb h n Lernbar n 
N g ra publik Ind ncaln Nomor r.::87), bagairnana 
t lnh diub h bcb rapa k Ji t rakhir d n n Undang­ 
Unrlnn N m r 1 ah n 201 t ntang P rub han Kedua 
nt Und n -und n Nomor 2 T, un 2014 n ang 
P m rintahnn Da rah (Lembar n N g r Republik 
In Ion csia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
N ara Und ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t n ng 
Pernerintah Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
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(1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 
mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­ 
undangan; dan/ atau 

d. Pengeluaran Daerah Iainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 

Pasal 3 
(1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja 
pegawai, dan belanja barang dan jasa. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pengeluaran Kas Mendahului Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka 
menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di 
Kabupaten Deiyai. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENGELUARAN KAS 
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

M netapkan 

5. Peraturan M nt ri alarn N ri Nomor 80 Tahun 2015 
t ntan P ml ntuk n Produk Hukum Daerah (Berita 
N r R publik Jndon sia T h n 201 Nomor 2036) 

ba aimana J h di b h d n an Per uran Menteri 
alarn N ri Nomor 120 Tahun 2018 nt ng Perubahan 

Ata P raturan Menteri Dalarn Neg ri Nomor 80 Tahun 
2015 t ntang Pembentukan Produk Hukum Daer h (Serita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 

MEMUTUSKAN : 

-4- 
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d. 
c. 

Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah · 
Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, 
Puskesmas; 
Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (utang /kewajiban daerah): 
Alokasi dana perimbangan desa dan pemilihan kepala desa; dan/atau 

e. Alokasi ~ ./ 6 

a. 
b. 

( ) nin n ('r._ inf ,, jil ~rhn1 nim n dininJ .wrl d I m f'11 nf ft ;:if (?. 
huruf l n nlnh b lnnjn unt rk r -rinrninn II I 1111 1. un " P m uh n 
I ndnua u I Joynu n r l, n, mn~~ 1 rnknl nntru • )niri w nd rlik 1 

rn l k nul n l { wnjib tn J i nrln I ihnk J rti,- .. n 1 r nflhnt1 r tm nrnn p kr k 
J i nj a n c n, l u n ll 1 in j nm u j n n , t In h j II t I h f 1 p > d F1 F 1 j H 

uni n , n kr-t ntunn I rnturnn pcrun Jnng-undnng, n. 
( ) cl njn .' n ifnt men iknt scbn aimnnn dlrnaks 1d r dn ft 't ( l} A lal h 

rikut: 
1 nja aw ni nntara loin: 

1. lanja aji dan tunjnngan yang dib rikan k pad P gawai N ri SipiJ 
t rma uk tambahan p nghasilanya· 

2. aji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah s rta 
p ngha ilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
k tentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta 
penghasilan dan penerimaan 1ainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Belanja Barang dan .Jasa, antara lain: 
1. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi; 
2. Belanja Penyediaan Sumber Daya Air; 
3. Belanja Penyediaan Sumber Daya Listrik; 
4. Belanja Konsumsi untuk penyelenggaraan rapat; 
5. Belanja Penyediaan jasa pengamanan kantor; 
6. Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas; 
7. Belanja Jasa Perneliharaan Rutin Berkala; 

c. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan yang harus segera 
dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan 
prioritas daerah antara lain dalam rangka percepatan penyusunan APBD 
Tahun Anggaran 2021. 

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
belanja sebagai berikut: 

- .. 
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Salinan sesuai /7 

ATENG EDOWAI 

Ditetapkan di W aghete 
Pada tanggal 17 Februari 2021 
BUPATI DEIYAI 

ttd 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat 
Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi 
perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) · 

Pasal 7 
Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKD dan SKPD yang melaksanakan APBD 
Tahun Anggaran 2020 tetap me1aksanakan penatausahaan dalam rangka 
merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 
2021, sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 
2021 dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai. 

Pasal 4 
Pengeluaran Kas seb . 

. agaimana dirnak ud daJ m Pasal 2, Pas 1 3 dan Pasal 4 untuk 
setiap bulan setin · t' . ggi- mggmya adalah sebesar sepcr dua belas dari APBD tahun 
anggaran 2021 yaitu Rp. 96, 688 751 053 (Sembilan Puluh Enam Milyar Enam R ' ' .atus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh 
Tiga Rupiah) dari Rp. 805, 739, 592, 111 (Total APBD). 

Pasal 5 
Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersif at wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun 
Anggaran berkenaan. 

-6- 
Alokasi dana untuk 

penanganan ko flik · 1 I bencanaalam b n I sosia , penanggu angan 
id . ' encana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang 

ti ak d1perkirakan sebelumnya. 

e. 
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Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth; 
1. Gubemur Provinsi Papua di Jayapura; 
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura; 
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete; 
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete; 
5. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete; 

r IMBE, s~ 
0801 1 012 

., gan aslinya· 
HU KUM ~ 

•TYAI TAlIUN O 1 N M I 
BERITA A • RAI I Kt\ 

AN 1I)AI 

ttd 
I I\Tl~N I ElYAl, A • ,All I A Pj. 

l 

-7- iu rrtnngl« n ii \.\ n het 
ndn t n al • bru ti 


